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PENDAHULUAN 

Perkawinan berasal dari kata nikah yang berarti proses membentuk keluarga 

dengan lawan jenis atau merujuk pada hubungan fisik dengan lawan jenis. Istilah 

“perkawinan” sering digunakan secara umum, dan perkawinan juga sering disebut 

“perkawinan”, dalam artian bahasa berarti berkumpul, saling mengikutsertakan, dan 

merujuk pada perbuatan menjalin kasih sayang1.  

Dalam konsep fikih dikenal istilah “nikah” yang biasa disebut dengan pernikahan. 

Namun, kata pernikahan biasanya hanya dipraktikkan di kalangan masyarakat karena 

mengandung nilai-nilai menurut norma agama, hukum nasional, dan tradisi budaya. 

Perkawinan memiliki arti akad atau kewajiban, karena dalam proses perkawinan terdapat 

ijab (pernyataan penolakan pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan pihak 

laki-laki). Arti lain dari kata nikah adalah hubungan seksual. 

Dari penjelasan di atas, istilah perkawinan dan perkawinan pada hakekatnya 

mempunyai arti yang sama, hanya saja istilah perkawinan di Indonesia biasanya mengacu 

pada hal-hal yang bersifat umum, yaitu tidak hanya untuk orang tetapi juga untuk orang dan 

untuk orang lain. Sedangkan istilah perkawinan dianggap kurang tepat jika digunakan 

untuk subjek bukan manusia, sehingga jika digunakan untuk manusia tetapi bukan orang 

lain akan lebih tepat dan pantas. Jadi, menurut bahasa Indonesia, penggunaan kata nikah 

adalah nikah, sama seperti nikah adalah nikah . 

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

                                                     
1 Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, Kitab Al-Ta’rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), 246. 
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dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suatu perkawinan 

dianggap sah apabila dilangsungkan secara khidmat menurut hukum masing-masing agama 

atau kepercayaannya dan pencatatan perkawinan itu harus dilakukan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. peraturan. . Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 5 ayat 1 

Kitab Undang-Undang Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk menjamin tertibnya 

perkawinan bagi umat Islam, maka semua perkawinan harus dicatatkan. Begitu juga dengan 

pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pencatatan sipil 

tidak mempunyai akibat hukum.3 

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam 

masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara syariat Islam maupun 

perkawinan yang dilaksanakan tanpa tata cara syariat Islam. Hal ini juga bertujuan untuk 

menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari adanya suatu perkawinan. Diwujudkan 

dalam bentuk akta nikah yang dipegang oleh suami istri. Setiap pihak dapat menggunakan 

lahirnya akta jika ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan adanya ikatan perkawinan 

untuk menuntut haknya.  

Pernikahan diam-diam bukanlah hal baru, karena banyak orang telah melakukannya 

sejak lama. Orang yang mengikuti perkawinan jenis ini berasal dari kelompok sosial yang 

berbeda, terutama dari segi usia, pendidikan, dan ekonomi. Pernikahan sembunyi-

sembunyi sering dilakukan tanpa pengumuman resmi kepada publik. Meski tidak tercatat 

secara resmi oleh negara, pernikahan jenis ini tetap sah dan diakui oleh hukum Islam.  

Dalam hal ini, sering diremehkan, tetapi dampaknya akan signifikan. Dalam hal ini, 

kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum lebih menekankan pada potensi individu. 

Kesadaran hukum tersebut dapat diartikan sebagai potensi atau kekuatan anggota 

masyarakat untuk menampung kesadaran, pengakuan, pengetahuan, pemahaman tentang 

hukum, termasuk akibat yang ditimbulkannya. Akibatnya, perkawinan anak menimbulkan 

dampak negatif yang sangat merugikan, terutama bagi istri dan anak-anak yang lahir secara 

                                                     
2 Sostroamitdjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 83-84.  
3 Habibi dan Musorif, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri”, Jurnal Hukum 

dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, (2022), 43-52. 
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sah, sosial dan psikologis. Salah satu dampak negatifnya adalah perempuan tersebut tidak 

diakui sebagai istri yang sah dan anak tidak memiliki akta kelahiran. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pokok di atas, maka dapat diketahui yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya Kantor Urusan Agama (KUA) 

dalam meminimalisir praktik nikah di bawah tangan di Kecamatan Diwek Kabupaten 

Jombang dan kendala yang dihadapi dalam meminimalisir praktik nikah di bawah tangan 

pada masyarakat Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) untuk 

mendapatkan beragam konsep tentang pernikahan, pernikahan di bawah tangan, dan 

Kantor Urusan Agama serta perannya dalam menanggulangi permasalahan, dan metode 

field research (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan 

peran KUA Diwek dalam meminimalisir nikah dibawah tangan, penyebab nikah dibawah 

tangan dan  upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi hal tersebut. 

Dalam penelitian ini , metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis 

penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori 

digunakan untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat naturalistik dan 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, artinya sesuai dengan keadaan sosial 

yang sedang berjalan. Teknik pengumpulan data dengan observasi yang mengamati di 

lapangan serta berhubungan langsung tentang perkawinan di bawah tangan. wawancara 

argumentasi seperti Kepala KUA, staf pegawai pencatatan nikah di KUA Diwek dan pelaku 

nikah bawah tangan di Kecamatan Diwek serta pengumpulan data dokumetasi. Teknik 

analisis data menggunakan penulisan teknik analisis data berupa deskriptif-analitis.   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pernikahan 

Pelrkawinan belrasal dari bahasa Arab, yaitu nikaahun, yang belrarti akad yang 

melnsyaratkan kelsanggupan untuk melngikat selolrang laki-laki dan selolrang pelrelmpuan, 

saling melmbantu antara kelduanya, dan selkaligus melnelntukan batas antara kelduanya. 

Dalam kamus bahasa Indolnelsia, asal kata nikah adalah “pelrkawinan”, dalam pelngelrtian 

bahasa ini adalah melmbelntuk kelluarga delngan lawan jelnis, mellakukan hubungan 

selksual.  
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B. Dasar Hukum Pernikahan 

1. Pernikahan Menurut Ulama 

Ulama Syafi'i melmiliki delfinisi selndiri telntang pelrnikahan, telrutama melngingat 

sifat pelrjanjian telntang kelhidupan suami istri yang kelmudian ditelrapkan. Melnurut 

delfinisi ini, seltellah melnikah, melrelka dipelrbollelhkan untuk belrsolsialisasi atau 

belrhubungan intim. Namun, selbellum melnikah, melrelka tidak dipelrbollelhkan 

mellakukan kolmunikasi yang melngarah pada kelmelsraan. Ada pelngelrtian yang sama 

melngelnai hal ini dalam Ulama Hanafi, yaitu akad yang dibuat untuk melmbelrikan hak 

kelpada laki-laki untuk selcara sadar melnikmati kelnikmatan delngan pelrelmpuan. 

Dapat disimpulkan bahwa pelngelrtian pelrkawinan melngacu pada izin selolrang suami 

untuk melnikmati apa yang dimiliki istrinya telrmasuk pelnampilan atau harta belnda. 

Hal ini dikarelnakan adanya lelgitimasi bagi suami untuk melmiliki kelholrmatan dan 

intelgritas istri, belgitu pula selbaliknya. 

2. Pernikahan Menurut Undang-Undang 

Pelngelrtian pelrkawinan dalam undang-undang diatur dalam Pasal 26 KUH Pelrdata 

yang melngatur bahwa pelrkawinan adalah ikatan hukum antara selolrang pria delngan 

selolrang wanita untuk waktu yang lama.  

C. Rukun dan Syarat Pernikahan  

1. Rukun Pernikahan 

a. Adanya wali dari pihak caloln pelngantin Wanita 

b. Adanya dua olrang saksi. 

c. Ijab wali dari pihak caloln pelngantin pelrelmpuan yang mewakili. 

d. Kabul dari caloln pelngantin laki-laki. 

2. Syarat Nikah 

a. Caloln suami: Islam, Laki-Laki, tidak dipaksa, tidak belristri 4 olrang, bukan 

mahrolm caloln istri, tidak punya istri yang haram dimadu delngan caloln istri, 

melngeltahui caloln istri tidak haram dinikahi dan tidak seldang ihram haji dan 

umrah. 

b. Caloln istri: Islam, Wanita, tellah melmbelri izin kelpada wali untuk 

melnikahkannya, tidak belrsuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram caloln 

suami, sudah pelrnah dilihat caloln suami dan tidak dalam ihram haji dan umrah. 
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c. Wali: Islam, baligh, belrakal, tidak dipaksa, telrang laki-lakinya, adil, tidak seldang 

ihram haji dan umrah, tidak dicabut haknya dalam melnguasai harta belndanya 

ollelh pelmelrintah (mahjur bissafah), dan tidak rusak pikirannya karelna tua. 

d. Saksi: Islam, laki-laki, baligh, belrakal, adil, melndelngar (tidak tuli), mellihat (tidak 

buta), tidak bisu, tidak pellupa, melnjaga harga diri, melngelrti maksud ijab kabul, 

tidak melrangkap melnjadi wali. 

e. Ijab kabul: ijab dari pihak wali pelrelmpuan 

D. Nikah Bawah Tangan 

Pelrnikahan selmbunyi-selmbunyi dapat dipahami selbagai pelrnikahan yang 

dilakukan selcara selmbunyi-selmbunyi atau dirahasiakan. Pelrnikahan jelnis ini 

diselbut rahasia karelna prolselsnya selngaja diselmbunyikan dari publik karelna 

belrbagai alasan. Pelrkawinan ini biasanya hanya mellibatkan anggolta kelluarga delkat 

dan telrbatas pada olrang-olrang telrtelntu saja. Suatu pelrkawinan akan kuat jika 

masing-masing pihak mau belrpelran aktif dalam pelrkawinan telrselbut guna 

melncapai tujuannya dan melmpelrtahankan kellanggelngannya.  

Melnurut hukum Islam, pelrnikahan siri adalah sah, sellama syarat-syarat untuk 

pelrnikahan yang harmolnis telrpelnuhi. Namun dari selgi aturan hukum pelrkawinan, 

pelrkawinan jelnis ini tidak dapat dikatakan pelrkawinan yang selmpurna karelna tidak 

dicatatkan. 4 

Delngan delmikian, nikah siri adalah nikah yang tidak dicatatkan pada instansi 

yang belrwelnang, selpelrti Kantolr Urusan Agama (KUA).  

E. Pencatatan Perkawinan 

Masalah pelncatatan pelrkawinan di Indolnelsia diatur dalam Pelraturan 

Pelmelrintah Nolmolr 9 Tahun 1975 telntang pellaksanaan Undang-Undang Nolmolr 1 

Tahun 1975, khusus bagi umat Islam pelncatatan pelrkawinan dilakukan ollelh 

pelgawai pelncatat pelrkawinan. Undang-undang Nolmolr 32 Tahun 1954 juga 

melngatur telntang pelncatatan pelrkawinan, pelrcelraian dan rujuk, dan pihak-pihak 

yang belrtanggung jawab atas pelncatatan itu belrbelda-belda melnurut kelpelrcayaan. 

Bagi yang belragama Islam, bisa melndaftar kel Kantolr Urusan Agama (KUA). Namun 

                                                     
4 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam hukum indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), 

295. 
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bagi pelmelluk agama sellain Islam, pelncatatan pelrkawinan dan pelrcelraian dilakukan 

ollelh catatan sipil di Kantolr Catatan Sipil.5 

Pelncatatan pelrkawinan melmelgang pelranan pelnting dalam pelrkawinan untuk 

melnjamin kelpastian hukum, melnghindari akibat hukum yang mungkin timbul 

dikelmudian hari telrkait delngan status anak, wali, harta pelninggalan, dll. Sellain itu, 

pelncatatan pelrkawinan sangat pelnting untuk kelpelntingan keldua bellah pihak dalam 

belrgelrak melnuju pelrnikahan dan melmbelrikan kelpastian hukum untuk kellas solsial 

yang belrbelda. 

F. Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kantolr Urusan Agama (KUA) melrupakan lelmbaga pelmelrintah yang belrada di 

bawah naungan Kelmelntelrian Agama. KUA melmiliki tugas dan welwelnang untuk 

mellaksanakan tugas-tugas yang belrkaitan delngan Islam di kellurahan yang dibelrikan 

ollelh Dinas Agama Kolta dan Pelmelrintah.  

 

Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Kec. Diwek Kab. Jombang Dalam Meminimalisir 

Praktik Nikah Di Bawah Tangan 

A. Faktor-faktor Nikah bawah Tangan Kec. Diwek Kab. Jombang  

Mellalui wawancara yang dilakukan, telrlihat bahwa praktik kawin telrselbut telrjadi 

karelna kelsadaran masyarakat telrhadap hukum masih telrbatas. Mellalui wawancara di 

atas telrlihat bahwa ada dua faktolr yang melmbuat masyarakat kurang melmahami 

pelntingnya pelncatatan pelrkawinan. Pelrtama, keltidaktahuan pellaku telrhadap hukum 

melnunjukkan pelntingnya pelndaftaran. Keldua, pelnulis delngan selngaja mellakukan 

pelrkawinan tidak relsmi delngan alasan telrtelntu dan kelmudian melmutuskan untuk 

melndaftarkan pelrkawinan telrselbut selcara relsmi pada peljabat yang belrwelnang. 

Telntunya pelrsolalan ini tidak lelpas dari kelsadaran hukum masyarakat. Kurangnya 

pelmahaman masyarakat telntang pelntingnya pelncatatan pelrkawinan di KUA 

melnyelbabkan banyak olrang selngaja tidak melncatatkan pelrkawinannya di KUA delngan 

belrbagai alasan. Delngan kata lain, melrelka delngan selngaja tidak melncatatkan 

                                                     
5 Wahyu Kuncoro, Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, ( Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010),12. 
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pelrkawinan melrelka untuk keluntungan melrelka selndiri atau untuk mellindungi relputasi 

melrelka karelna olrang telrselbut melnikah atau hamil di luar nikah.  

B. Upaya KUA Kec. Diwek Kab. Jombang Dalam Meminimalisir Praktik Nikah di 

Bawah Tangan 

Upaya-upaya yang tellah dilakukan adalah : 

a. Melmbelrikan pelndidikan telntang pelntingnya pelncatatan nikah dan dampak 

nelgatifnya bagi ibu dan anak kellak dalam acara pelngajian selpelrti Maulid Nabi, 

upacara delsa dan pelrnikahan. 

b. Melmbelri kelmudahan bagi yang ingin mellangsungkan pelrkawinan selcara sah 

delngan melnelmpatkan Peltugas Pelncatatan Nikah (P3N). 

c. Belrkololrdinasi delngan kelpala delsa, karelna dalam hal ini kelpala delsa melmiliki 

kelwelnangan yang lelbih belsar dalam melngatur masyarakat. 

Mellalui upaya telrselbut, diharapkan tingkat kelsadaran dan pelmahaman 

masyarakat akan pelntingnya pelncatatan pelrkawinan selmakin tinggi. Karelna 

dalam hal ini, dampaknya tidak hanya pada dirinya selndiri teltapi juga pada 

masyarakat selcara kelselluruhan, selcara tidak langsung dapat melnciptakan 

keltelrtiban dalam pelnyellelnggaraan Delpartelmeln Agama (KUA).   

C. Kendala yang Dihadapi KUA Kec. Diwek Kab. Jombang Dalam Meminimalisir 

Praktik Nikah Bawah Tangan 

Kelndala yang dihadapi Birol Urusan Agama (KUA) Kelc. Diwelk selcara khusus: 

1. Kurangnya kelsadaran dan pelmahaman hukum yang utuh akan pelntingnya 

pelncatatan pelrkawinan, yaitu prolsels pelndolkumelntasian tata cara hukum dalam 

pelrkawinan selhingga melmbelrikan pelrlindungan hukum bagi pasangan dan 

anak-anaknya di kelmudian hari. 

2. Tingkat pelndidikan yang relndah. Dari data yang disajikan di atas, selbagian belsar 

pelnulis pelrnikahan diam-diam adalah olrang-olrang yang hanya melngelnyam  

3. MA atau bahkan kuliah saja.Paksaan olrang tua juga melnjadi kelndala. Hal ini 

mungkin telrjadi karelna anak melnghindari pelrzinahan, selhingga olrang tua 

melmaksa anaknya untuk melnikah walaupun dalam belntuk pelrnikahan yang 

tidak relsmi. 

4. Keldua melmpellai dan kelluarganya elnggan melndaftarkan pelrnikahan baik untuk 

diri selndiri maupun anaknya kel Kantolr Urusan Agama (KUA) seltelmpat. Ini 
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karelna kelbingungan, karelna melrelka melnyadari bahwa status pelrkawinan 

keldua melmpellai belrmula dari selbuah "kelcellakaan" yang telrjadi. 

5. KUA melmiliki kelwelnangan yang telrbatas. Solal pelrsolalan kawin selmbunyi, 

selbelnarnya bukan kelwelnangan Kantolr Urusan Agama (KUA). Hal itu tellah 

diatur dalam Pelraturan Melntelri Agama (PMA) Nolmolr 34 Tahun 2016 telntang 

Olrganisasi dan Tata Kelrja Birol Urusan Agama (KUA).   

Analisa Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Praktik Nikah 

Bawah Tangan 

Pelnulis belrkelyakinan bahwa ada faktolr yang sangat melmpelngaruhi 

masyarakat dalam pellaksanaan praktelk nikah siri yang masih sangat lelmah yaitu 

kelsadaran masyarakat telrhadap pelncatatan nikah yang bellum tinggi selhingga tidak 

melngeltahui akibatnya. dampak yang akan telrjadi. telrjadi di masa delpan. Karelna 

masyarakat melnganggap pelncatatan nikah hanya folrmalitas. 

Kantolr Urusan Agama (KUA) Kelc. Diwelk belrupaya selmaksimal mungkin untuk 

melreldam praktik pelrkawinan selmbunyi-selmbunyi delngan mellakukan solsialisasi di 

wilayah Diwelk, melski hasilnya tidak selpelrti yang diharapkan. Pasalnya, saat acara 

pelrtukaran yang disellelnggarakan KUA, pelselrtanya seldikit karelna sibuk delngan 

aktivitasnya masing-masing untuk melmelnuhi kelbutuhan selhari-hari. Maka jangan 

helran jika masih ada masyarakat yang tidak melndaftarkan pelrnikahannya kel Birol 

Urusan Agama (KUA). 

Melnurut pelnulis, upaya pelnyadaran akan pelntingnya pelncatatan pelrkawinan 

yang disellelnggarakan ollelh Birol Urusan Agama  dinilai kurang elfelktif. Ollelh karelna itu, 

selbaiknya hal ini diimbangi delngan sikap telrbuka pihak KUA telrhadap ilmu nikah siri 

yang melnurut pelnulis masih banyak kelkurangan dalam hal ini. Pun belgitu, Birol 

Agama Kelc. Diwelk sellalu belrupaya mellakukan upaya telrselbut dan melmbelrikan 

pellayanan yang baik kelpada masyarakat, khususnya telrkait pelncatatan nikah di 

KUA.   

Pelnulis belrpelndapat bahwa kelndala yang muncul dalam upaya melreldam 

praktik kawin siri ini juga karelna Birol Urusan Agama (KUA) tidak melnggunakan 

jeljaring solsial. Seljak pellaku (sumbelr data) pelrnikahan rahasia di Kelc. Diwelk 

selbagian belsar adalah relmaja di bawah umur yang tidak bisa jauh dari gawai dalam 
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kelhidupan selhari-harinya, selhingga upaya untuk melngurangi pelrnikahan diam-diam 

mellalui meldia solsial belrpoltelnsi untuk belrhasil. 

Hambatan pelnulis sellanjutnya adalah kurangnya keltelrbukaan antara KUA 

delngan masyarakat. Seltellah mellakukan wawancara delngan belbelrapa pelmangku 

kelpelntingan di KUA dan masyarakat, pelnulis belrpelndapat bahwa KUA sangat tidak 

telrtarik delngan isu selmacam ini. Tanpa disadari, belbelrapa olrang mellakukan 

tindakan ilelgal yang belrujung pada kolnselkuelnsi yang melmatikan. 

Selhingga dalam hal ini KUA akan mampu melnghadirkan suasana baru yang 

lelbih melnyelnangkan dan telrbuka. Sellain itu, ia lelbih pelduli delngan kolmunitas 

mellalui olbrollan kolmunitas ringan telntang pelristiwa yang telrjadi saat ini. Kelmudian 

tindakan sellanjutnya adalah melnciptakan kolndisi bagi masyarakat untuk melngaksels 

tata cara pelrkawinan dan belkelrja sama delngan pihak-pihak pelnting dalam 

masyarakat delngan tujuan melngubah sikap dan nolrma solsial telrkait pelrkawinan. 

tidak lagi acara belrulang untuk pasangan. Alasan yang sama selpelrti yang dijellaskan 

di atas.  

PENUTUP 

Upaya yang tellah dilakukan KUA Kelc. Diwelk akan melmbelrikan pelngarahan 

telntang pelntingnya pelncatatan pelrkawinan pada acara kelagamaan atau acara delsa 

atau pelrkawinan, delmi kelmudahan dan kelnyamanan bagi yang ingin mellangsungkan 

pelrkawinan yang layak. kasus kelpala delsa dianggap melmiliki kelwelnangan lelbih dalam 

melngatur masyarakat. Namun upaya telrselbut dikatakan tidak elfelktif karelna pada 

kelnyataannya masih ada masyarakat yang mellakukan pelrkawinan selmbunyi-

selmbunyi. 

Faktolr masyarakat yang melnyelbabkan telrjadinya pelrkawinan sirkumsisi ini 

adalah tidak telrpelnuhinya prolseldur administrasi, masih di bawah umur, elnggan 

melncatatkan pelrkawinan, dipaksa ollelh olrang tua, dan kurangnya kelsadaran dan 

pelmahaman telntang pelncatatan pelrkawinan. Kelndala yang dihadapi Birol Urusan 

Agama (KUA) Kelc. Diwelk untuk melngelcilkan praktelk kawin siri yaitu kurangnya 

kelsadaran dan pelmahaman hukum yang utuh telntang pelntingnya pelncatatan 

pelrkawinan, relndahnya tingkat pelndidikan masyarakat selkitar, pelmaksaan olrang tua 
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dan elnggan atau malu untuk melncatatkan pelrkawinannya karelna pelrkawinan belrasal 

dari "kelcellakaan". "hal yang lalu.  
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